PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 14 caum 2015

TENTANG

PERUEAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 50
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang -

Mengimgat

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,

2. bahwa sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri

Dalam  Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Angparan 2014 paeda Romawi V
angka 23, bahwa Program dan kegiatan yang dibiavai dari dana
transfer dan sudah jelas peruntukeannya seperti Dana Darurat,
Dana Bencana Alam, DAK dan bantuan keuangan yvang bersifat
khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat
dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia
dan/ateu belum dianggarkan dalam APBD, dapart dilaksanalkan
mendahulu: penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daezah
tentang Ferubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan
kepada Pimpinan DPRD:

. bahwa sehubungan dengan adanya program’'dan keglatan vang

bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang belum leranggarkan
dalam AFBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2015, maka
untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut perlu
ditindaklanjuti melalui perubahsn Peraturan Bupati Nomor S0
Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Blekasi Tuhun Anggaran 2015,

- bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b diatas, maka Perubahan Peraturan E apat
Bekasi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaras
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggavan 2015
tersebut perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Tahun 19504 sebagaimana telah dinbak
dengan Undang-Undang Nemor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851}:



2. Undang-Undang  Nomor 28 Tghun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negaa yang Bersih dan Bebas dan Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 199% Nomor 75, Tambahan Lembaren MNegara Fepublilc
Indonesia Nomor 3851},

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomar 4288);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Megara [Lembaran Megara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomeor 5, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
MNomor 4333}

5. Undang-Undang MNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengeiolaan dan Tangpungawab Keuangan Negara (Lembararn
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undaig qomor 12 Tahun 2011 tertang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
indonesta Tahun 2011 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indone sin Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomot 23 Tahun 2014 tentang Pemerintanan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5587) sebagaimana ielah diubah dengan Peraturan
pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tshun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589)

£, Peraturan Pemerinitah  Nomar sg Tahun 2003 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Megard Repubiik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara He publik Indonesia Nomor 45T8);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor 12 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah sebagalmana telan
beberapa kall diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeraly

10, Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan  dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015;

11.Peraturan Daerah Jawa Barat Nomer g Tahun 2014 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggararn

2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa RBarat Tahun 2014
MNomor 22];

12, Peraturan Cubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 teniang

Penjabaran AngEarsm Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2015 (Lembaran Provinsi Jawa Barat Tahun 2015
Nomor 1);

13 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1};



14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014
tentang Organizasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014
Romor 8);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi @ .nor 12 Tahun 2014
tenitang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dserah Tahan
Anggaran 2015 (Lembaran Daecrah Kabupaten Bekasi

Tehun 2014 Nomor 12);

16, Peraturan Bupati Bekasi Nomor 50 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 {Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014
Momaor 50):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 50
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pagal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 50 Tahun 2014 tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2014 Nomor 50) diubah sebagal berilout :
A. Ketentuan Pasal 1 Anggaran Pendapstan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi

Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp 4,356,924.347.613,00, diubah sehingga
haruz dibaca sebagai berilut :

Fasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran
2014 sejumlah  4.600.942.002.832,00 dengan rincian sebagai berikut

1. Pendapatan Daerah Rp 4.134.011.543.413,00

2. Belanja Daerah Rp. 4.600.942.002.832,00
{-}

Surplus/(Defisit) Rp. (466.930.459.419,00)

3. Pembiayaan Dagrah :
a. Penerimaan Rp. 46£.930.459.419,00

b. Pengeluaran Rp, s
Pembiayaan Netto Rp. 466.930.459.419,00

+
Sisa Lebih Pembiaysan Anggaran tahun &
Berkenaan Rp. -

B. Ket:nn._la.n Lampiran 1 dan Lampiran [l diubah sehingga harus dibaca
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

C. Hal-hal ga.ng diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 50 Tahun 2014
lentang Penjabaran APBD Kabupaten Bekasi Takun Anggaran 2015, sepanj
tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlalu, PR



Pagal I1
Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini, dengan menempatkannva dalam Berita Daerah Kabupaten Belasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal : 16 April 2015
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